ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang ditetapkan melalui
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Hak asuh anak menjadi isu penting dalam
kasus perceraian, di mana orang tua tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan
dan pemeliharaan anak, termasuk hak atas perlindungan dan kebutuhan dasar. Di
Malaysia, undang-undang keluarga Islam menetapkan hak asuh secara khusus,
menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak atas anak kecil. Baik di
Indonesia maupun Malaysia, terdapat ketentuan mengenai kewajiban orang tua
setelah perceraian menunjukkan kesamaan dalam pentingnya memelihara anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang hak asuh anak dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Negeri
Selangor Tahun 2003. Dalam penelitian ini berfokus pada sejarah pembuatan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Negeri
Selangor Tahun 2003, serta ketentuan hak asuh anak dalam perundang-undangan
di Indonesia dan Malaysia dan perbandingan mengenai hak asuh anak.

Dalam penelitian ini, pendekatan sistematis digunakan untuk menganalisis
hukum hak asuh anak di Indonesia dan Selangor Malaysia, dengan memanfaatkan
penelitian hukum normatif. yaitu untuk mengkaji Undang-Undang yang
merupakan hasil dari pengkodifikasian aturan yang menjadi buku pedoman
negara. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan
perundang undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan
(comparative approach).

Penelitian ini membahas hak asuh anak berdasarkan Undang-Undang
perkawinan Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia,
menggunakan kerangka berfikir maslahah mursalah. Dalam konteks perceraian,
hak asuh anak merupakan isu yang sering terjadi, melibatkan tanggung jawab
orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik dan mental anak demi menghindarkan
dari mudharat. Penerapan kaidah figih menekankan pentingnya mengutamakan
kemaslahatan diatas kemafsadatan. Dengan lingkungan keluarga yang harmonis,
anak dapat dibekali dengan nilai-nilai kehidupan yang baik. Tanggung jawab
orang tua dalam mendidik anak sangat krusial karena pengasuhan mempengaruhi
perkembangan mereka.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang dan
Enakmen, pluralisme dalam perkawinan menimbulkan berbagai permasalahan
yang cukup signifikan terutama dalam hak asuh anak, Pengasuhan anak
merupakan tanggung jawab primer orang tua yang diatur secara ketat dalam
kerangka hukum keluarga di Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
Selangor, Malaysia Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor
2003, dengan tujuan utama memastikan pemeliharaan, pendidikan, nafkah, dan
kesejahteraan anak hingga mencapai usia dewasa atau pernikahan. Di Indonesia,
pengadilan berwenang menetapkan hak asuh berdasarkan kemampuan orang tua
dan kepentingan anak, dengan sanksi atas kelalaian serta larangan pengalihan
harta anak di bawah wumur. Sementara di Selangor, hukum Syariah
memprioritaskan hak ibu hingga usia 7 tahun laki-laki atau 9 tahun perempuan,
dengan kewajiban nafkah ayah, kriteria pengasuh.
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